
BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

TAHUN 2O2ONOMOR 9

TENTANG

ANGGARAN PtrNDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 202 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
ka1i, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah dan
pasal 1O4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pend.apatan dan Be\an\a Daerakr (APBD\ Takr...n Arrggararr.
2021 kepad;L -Dervan Pen;rzerl<ilzln R:ek;"at Daeral-r (DPRD)

untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagairnana dirrraksud pada trr-rmf a-) rnerr-rpakan
perwr-rjr-rdan dari Rencana Ker;a Pernerintah Daerah
Tahun 2O2l yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umr-rrn
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sernentara
yang telahr dr sepakati Pernerintahr Daerah bersarna DPRD
pada tanggal 24 burla-n Agustr-rs takn-rn2O2O;

. baklwa t>erda.sarkan pertirnba119a-n set>agairrrana
dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran
2021.

Mengingat : 1 "'tJndang-IJndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darr.rrat Nornor 3 Tal-rr.rn

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalirnantan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nornor 9) sebagai Undang-Undang (Lernbaran
Negara Repr-rblik Indonesia TaLrun 1959 Nornor 72,
Ta.rr-rba-1-ran Ler-ntta.ra.n Nega.ra- Reputtlik lndonesia. Nornor
t n2Q;



2. Unclang-Undang Nomor t7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negaira (Lermbaran Negara Republik Indonesil
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
.liepubiik incionesia Nomor 4286),,

3. Undang-Undang Nomor l rahun 2oo4 Lentang
Perbendaharraerr-r Negara (Lembaran \eqara Republik
Indonesia Terhurn 2oo4 Nomor 5. Tan-,ba--..:r L.r:.:a,r
Negara Rcpr-iblil< Incionesia Nomor -1355

4. Undang-Unciar-rg Nr-rmor 25 Ta1-ru11 )f1-r . ,:r--:1:--r :-s ,-..
Perencanaan Pcmbarngunan Nasional lLt::--: =..-.--a .:-, .

Republik Indonesii_r Nomor 4421O);

5. Undang-Unciang Nornor 33 Tahun )'- __ .:, :, --
PerimbarnElirrr I''c:r-rrrrtgatrt AntaL|rr pt.]nrer-i1rri,, :r F,-,- s.. - :

Pemerinl_ah IJacr-irh (Lernltarau-r Ncqa .a F,t: _. ,,,.-:
Indoensiar'l'i'rlrun 2oo4 Nomor 1 26, Tz-rn-rbalran Leir:,::-.,:"
Negarit Rc1>r.rt-llil< I rrrlorrcsia Nornor rl4:lg);

6. Undar-rg-L.lrrtlrrrr;i Nrrrnor 28 l'iihlrn 200g tentang p:l.i.,i:
Derer:llr clrrrr l{t:tr-rirrr:;i l)aerah (l.crrrlrilrarr Ncgarra Repr-rbii}i
Incloncsiir 'l'trlrrrrr 2oog Nonlrr- l30, 'lambahan \egau..L
Republik Irrcloncsiir Nomor 5Oa9);

7. unda,g-LJrrrl.ng N.rnor 23 Tahun 2ol4 tentang
Pemeri'ir,h Daeri.rh (Lembaran Negara Republik
Indonesia 'l'lrhurr-r '2o14 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran
Negara Repurt"rlik lnclonesia Nomor 5sB7), sebagaimana
telah dilrbi,rh bclrt-rraPa kali terakhir dengan irnda.rg-
Undang Nonror' 9 '['ahun 201s tentang peru:bahan Kedua
atas Urrclirng-LJr"rclang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerirrtirlr [)r,rr:r'alr (l,e mbaran Negzrra Itepurblik
Indonesia 'l'irhur, 2o 15 Nomor 58, Tambahan Lermbaran
Negaral llcprrblil< Inclonesia Nonlor 5679);

B, Peraturirrr l)t'rucrirrlirlr Nomor Io!l 'l'ahrrn 2OO0 lenlirng
Keduclr-rl<irn lit:rrirngrrrr Kepaiar Dercrah ciar-r wal:il Kepa-ilar
Daeral-i (l,t:nrIrirnur Ncgara Rcprrblii< lncjonesia'I'al-iurr-r
2000 Norrror- 2I0, 'l'iunbah:ln Lcrrbar:rn Nr:gara Republik
Inclonesiri Norrror' ,,1 ( ):2,8),

9. Peraturtrn l)cnrcrinttrh Nomor '23 Tahun 2oos tentang
Pengelolaarn l(cLritngarn Radan Layanan Umum
sebagaimana telai-r cliubah dengan peraturan pemerintah
Republik Indon<:siit Nomor T4 Tahun 2Ot2 tentang
Perubahan Peratlrr:rn Pemerintah Nomoe 2lr rahun 2005
tentang Iiengclrit,rar, Keuanga, Badan Layanan Umum
(l,embaran Ncga'tr IRepublik Indonesia Tahun 2012
Nomor 17l, 'l'unrlrahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53a0);

10. Peratnran Pemcr-rrrtah Nomor ss rahun 2005 tentar-rg
Dr na Penrnllarrgirn (l,t:rnbaran Negara Repulik Inclonesier
Tahun 2005 Nonrr.rr' 137, Tamberharn j-embaran NegeLrer

Repr-rb1tl< lncloncsiir Nornor 457 S),

1 1. Peraturar.r ire mr-:rint:Lh Nomor 3 Tahur-r 2oo7 tentang
Laporan Penyeienggaran Pemerintah Daerah l-lepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjanvaban
Kepala Daerah l<epada l)ewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan pemerintah
Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik
lndonesra 'l'ahur-r 2OO7 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Relturblik Inclonesia Nomor a693);



n2. Perarurarl Pemerintah Nornor s rahun 2ooq knta_r.lg
B,antuan Keuangan Partai politik {kmabararrL lr{egara
Repulblik trndonesia Tahun 2o0T Nomor 19, Tarnbarrart
Lernrharan I'*egara Republik Indonesia Nomor 4gr2l
sebasairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor l Tahun 2o1g tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai
Politik;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalirnantan Selatan;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 7l rahun 2010 tentang
Standa-r Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 123, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2orr tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran pemerintah
Daerah (Lembarern Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol7 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 60a 1);

l6.Peratr"rran Pemerir-rtah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilar-r Rakyat Daerah (Lernbaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ot9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 201g Nomor 42);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OOT
tentang Terta Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diuri:ah clengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36'l'ahurr 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negcri Nomor 16 Tahun 2oll tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggarar-r Pe ndapatan dan Belanja Daerah dan
R.ancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20l), Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Ta.hun 2}tt
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2Ol9 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O 1 1 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 565);



20. Peraturarl Mctrtcri Diilam Negeri Nomor 521 Tahun 2012
tentang Peciornirn Pe ngelolaan Investasi pemerintah
Daerah (Be.itzr Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2
Nomor 75a);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62t Tarun 2017
tentang Pr:ngelompokan Kemampuan Keuangan Dae::.:r
serta Pc':laksaniran dan Pertanggur-isjar,r-ab,::t l::t:
operasi.rnal ([3eritar Negara l?epublrk Incir:ers:a la:.'-...
2Ol7 Nomor 106'/);

22.PeratLlralt Mcr-rteri f)irlam Negeri Non'ior 3i T;i:r-.:- - - - -tentang'l'irLir (lrrri,r Perhiturngan, penganggardn :-:-.,..
Anggara, Pt,:nclirpir{irrr clan 13elanja I):rerah, dan -::-,_:_
aclrninistrltsi lt,'rrgrr.jtrarn, lrenyaluran clan 1ap,;,1.,.--

pertarrggrrngjalvlr[;lrr"r penggut.tai1n bantuan keuanqa::
Partai Polit.ii<;

23. Peratllran Ment.eri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O
teirtang Pedornan Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah 'fahun Anggaran 2O2l (Berita Negara
Republik Indonesiei Turhun 2O2O Nomor BB8);

24. Keputusan Gubcrnur Nomor 188.44 I oBB2 IKUMI 2o2o
Tahun 2O2O tentang I-larsil Evaluasi Rancangan peraturan
Daerah Kabupaten Kotabaru Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Dan Rancang;rn Peraturan Bupati Kotabaru Tentang
Penjabaran Ar-rggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggitrart 2,O2 I ;

2il. Peratufan Dac:r;Lh Kabupaten Kotabarn Nomor 30 Tahurr
20\7 tcntlrng Pol<ol<-pokok Pengelolaan Keuangan Daeraj'l
(Lembaran Dacralt l(abupaten Kotabaru Tahur-r 20'-;
Nomor 3(), 'i'irntltrrhan Lernbaran Daer:rh Kabunateit
Kotabarr.t Nonror' ') I );

Dcn;1lrrr I 
)crstt 

r"r.j uein Bersarnir

DEWAN I'titTWAI(I I,AN RAKYAT DAERAH

IiA 13 U I)A'l'lrlN I(OTABARU

cllrr r

t] LJ PA'I'I I(O'IABARU

Merncterpkan : PtrRATUIiAN I)Attl{AH I(AIJLIpATtrN KOTABARTJ
TEN'I'AN(l AN(i( iAliAN PtrNDAI)A'|AN DAN BtrLhN,lA
DAERAI I'I'AI ItJN AN(}GARAN,2O'2 I

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yarng dirnaksud dengan :

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapiilan cli'iererh, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah.



APBD Kabupaten KoterLrilrr-r 'l'ah.rn Anggarar-r ,2o2 j Berjumlah
Iip1.623.O11.246.181,00(siL1.tr lrilrurn cnam rerii,rs ciua pr:lr-rh tigar milyerr
scbclas .iuttr dua ratus etrt;:rtl prrlrrl) enanr ribu scratus clelapan pului-r
s).iLtl I'r-rpial-r) terdiri atttsr []'t:rrrlapalan claerah, belanja clalrah, clarn
pembietyaan ,laerah dengarr ri.r:irr'r sclragai berikut :

a. Pendapatan Daerah

b. Belanja Daerah

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

2. Pengeluaran

Surplus/ (Dcllsit)

Irerri[tiiryrrirn Nctto

Sisr.r Lebih Pembiaya.tn Anggrir.an 'l'rrhun

Rp 1 .573. 547 .323 .163,O0

Rp 1.623. O 1 1.246.i 8 1,OO

Rp(a9. a63.923.O 1 8,OO)

Rp49.463.923.O 18,OO

RpO,0O

Rp49.463 .923.O 18,OO

Berkenaan RpO,00

l'rrslrl 3

Penciapat.ern daerah direrrcitn:rl<irrr s(:,[)csjar
triliun lirrra ratus tr-rjul-r pr-rlLrh tiglr nrilyar
juta tiga riltus dua pulul-r tiga ri[:tr scr-artus
bersumber dari :

a Pendapatan asli daerah;

b, Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan dnerah yarng sah.

Rp 1 .57i3 .547 .323.763,00 (satu
iimar rertus ernpat puiuh tujuh
enarm prrh-rh tiga rupiah). Yang

(1)

[)iLsrr] 4

Per-rdapatan as1 daereilt scl-iurliLinrirnir dimaksrrcl rlalan-r pasal 3 hr,rltf 3
clirencarnakan sebes:rr itp l 2!;.('r80.3 11.737,Oo (seratus clua pului-r
Serr-ibilai-r milyar enam ratus clclairan puluh juta tiea ratus sebelas ribu
tujuh ratus tiga puluh turjuh rupral-r), yang terdin atas ;

a, Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekakayaan daerah yang dipisahkan; cran

d. Lain-lain pendapatan asli d:rerah yang sah.

Pajak daerah sebagarimana ciirnarksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar ltp55 19,1 65 i .563,00 (lirl:i puh-rh lima milyar
seratus Sembilar-r pr-tlult crul;rrt .jrrtrr tr-ranr rirtLrs lima itulr-rir satu ribr,i
limar ratus enam pr-rlrilr tig.;r rLLpialt).

llctribr-rsi daerah scl'lli11;ritruuur riirnaksucl p:rclir u\.nt (1) hurr-rf lt
cllrencanakan sel:esi-,1r" l(Jrt>..1(r() ir(r,1.694,00 (t:rriLt-n ntiiyr,rr empat ratus
ellam pr-r1uh Sernbiiirn.jltllt crriurr li,ttr-ts enilnl pulr-rh clnllriI ribu enan-t
ratus Sembilan puluh ilrri[)irt r rrlrirrlr).

I-l;rsil pengeloiaan keka.ytrarr clrrri'rri'r yang clipisahkan sebagaim;u'ra
climaksnd pada ir.f irt. (l) l'rrrruf c direncanakan sebesar
Rp12.120.000.000,00 (rltiir l;clirs milyzp seratus dua puluh .]uta
rupiah).

(2)

(3)

(4)



(1)

(2)

(s)

],.rsrL1 .r

Irelnr'1il;:atan transii:t'sltrirrlrrirrrrrr clilnal<srrc1 <la1:rm p.isijtI 3 hultf lt
<lircrrcanakan sebesru i(1r1..i,!tt; ol l.'/ lO.'231 ,00 (saitu Lriliun tiga ratus
delapan puluh sembilai:r Inil.yirr scbelas.juta tu.juh ratus sepuiuh ribu
dua ratus tiga puluh siitr-r rlrpi,h), .yang iercliri .,tr" ,

a. Pendapatan transf'e r pe rricr-iritirlt pusat; c.lan

b. Pendapatan transler antrrr tlacrtrlr.

Pendapat.rn transfer pr:r-nt-rrirrtarlt llusat sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf a direncarnakan sebesar Rp1.273.191.486.000,00 [satutriliun dua ratus tujr-rii putlr-tlr tigar rnilyar serertus sembilarn puluh sertur
jr,rta empat ratus delapir, lrlrlrrh criirirr ribu 

^r;ri:rh)
Pentlarpatan transter rtttl.ltr tllrt'r'irlr sebagairnrinir clin-riil<surcl pada av:Lt
(1) hr-rrtll'll clirctrci,tnttl<irn scl)('riir| Itp115.820 .'2'2,:1.23 l,0O (seratits liilta
llt:1tts milyar r-ielaparrt rlllLt:-; rlrrrr prrlrrh juta clLlir r.rtLrs cluar pulr:ir ernl:al
nbu clua rartus tig:t prrlrrlr slrtrr rrrlrirrh).

I'asal 6

(1) Lain-lain pendapatan clacrah .yar-rg sah sebagairnana dirlaksuci daiam
pasal 3 huruf c direncanakan scbesar Rp54.gs5.301.195.00 tlima
pultth empat milyar clcl:ipaLn ruti-rs lima puh-rh lin-ra juta tiga rarus satu
ribu seratus Sembilarn pulrrh limii r.upiah), yang tercliri atas:

a. Penctapatan Hibah;

b. Dana darurat;

c. Lain-lerin petldap:tti'rn scsuiri clengaln ketentu:rn perarllral
perundang-undangan;

Per-rdilpatan hiltah sc:Irirglrirnrrrirr t]irnakstrd
cltrencarnerkan sebesar [(1; 1 O lJ,,l,]. I O ). 1!l5,OO
rirttrs ernpat p:llr1-r tigiL.jr,rtir scrrrtr-ls salu r-itrur

limer rurpiair).

(3) Dana darurat sebagatrnanir r,lirrial<sucl pa-rda a).'at (1) huruf b
direncanakan sebesar IlpO,00 (nol).

(4) Lain-lain pendapatan sr:suai dt:ngan ketentuan peraturan perlrndar-rg-
undangan sebagaimana din-raksr-rcl pada ayat (1) huruf c diiencanakan
sebesar Rp44.ol2.2oo.0oo,oo (empat puluh empat milyar dua belas
juta dua ratus ribu rupizrh).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l direncanakan sebesar
Rp1.623.011.246.181 (satu triliun enam ratus dua puluh tiga milyar
sebeias juta dua ratus empal puh-rh enam ribu seratus deiapan puiuh
satu rupiah), yang terdiri atas;

(2) parcla aryat (1) hun-rf a
(se1-ruluh rnrlyar cielaparn
scratus Sernbilan puli,ri-t



a.

b.

C.

d.

(1)

Belanja operasi;

Beianja modal;

Belanja tidak terduga;

Belanja transfer.

pas:rl B

Anggaran belanja oper:Lsi scbagarmana dimaksucl c1a1an: pas,_ .. _ . ..

a direncanakan sebes:rr Rp1.o97.2g2.30B.Bs2,oo sa._. .'... _ .-.
Sembi1anpu1uhtuju}-rrnilyarrc1ltaratusde1apanpuluhciu:...',.
ratus delapan ribu clelapan ratus lima pulul-r dua rr-rpial-r1,.,-u,-o ,,. ....
ALAS:

a. l3rlanja pegauai:

b. Belzrnja bararrg diin ji,rsir;

c. Belar-ija bunga;

cl. Belanja subsicli;

e. Belanja hibah; clern

f. Belanja bantuan sos;ial

Belanja pegawai sebagi,rinrana climaksucl pacla ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar l.lptr05 .bio.:\22.242,oo (er-ram ratus lima milyar
enulm ratus delaparr pltltrh jLrter trger ratus cluar pr-rlr-rh dua ribu duar
rultus cmpat puluh cluri.r r-rrltiirlt).

I-)clarl.i:t barang dan.jasir st:lrrrsrrirrrrnei dirntrksud paclii i-rr.eit (1) hr-rrlrl'lr
clirr:tlcltttt.l<an sebeslir t(p4.2t).()t)tl.()46.802,00 (cn-rpalt rarLis clua pr-tluh
mil-yar crllam ratus cttiult lrrritrlr rlclr,rpan juta entrm ratus; emperr pr-tltLir
enelm ribu delap€rn t'rllui:; riuLr l-r.llriirit).

I3eianja bunga sebaguirnrirrir clrrnaksud paicia ayat (1) huruf c
clirenceinakan sebesar ItpO,O0 (nol)

Belanja subsidi seblrgeiimana clirnaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar l{pO,00 (nol).

(e ) Be lanja Hibah sebaglrirr.u,rnr,r clirnaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesi-rr l{Jrz{?,.'/()'7.208.048,00 (ernpat puluh tiga milyar
tr-rjul'r ratus Sembilari prrlr-rlr tLr-jlrtr -jurta dr-r;r rartus delerpan ribp empat
plriul-r delapan rupi:rh).

(7) Bclar-lj:r bantuarn sosiirl sc[;irg,irirrurrra dimr,rksr-rcl ltacla iiyat (1) hurr-rl I
clirencatlarkan sebeslrr Ii1r27.lll(r.lil 1.760,O0 (clr-ra ltrrlul'r tuj.rl'r mily,sl-
sct-atus tiga pr-r1trh cnlurr jrrtrr :;r'rrrltrs tiga ltrrlrrl-r slrtlr liir.r tujurh.r,i.,,
orlilru pr-rluh ntpiath).

i'rt:;ltl !)

(1) Anggaran belanjar mocial scbrrgirinriLna dimaksucl dalam prasal 7 huruf
b direncanakan sebesar Rp2(;7.184.141r.o29,o0 (dua ratus enam puluh
tujuh milyar seratus dcltrpirrr p'rltrir empat jrrta seraiturs r-mpat pulr-rh
satu ribu dua puluh Scn-rl;ilirn n.r1ri:rl-r), yang terdiri atas:

a. Belanja rnoc al tanalr

b. Belanja modal peraiatan clan mesin.

(2,)

(3)

(4)

(s)



c. Belanja modal gedung dan bangunan.

Belar-rja modal.jalirrr, jrrr-ingirn, rlarn irigersi.

lJelanja modal asst:t lc:tirp lrrinnyar; dzrn

13elar!a modal asslct Licllrl< lrct-w,rriud.

(2) Belanja modal tanah sebagaima,a dimaksud pada ayat (1) hurur a
direncanakan sebesar Rp232.600.000,00 (dua ratu= iig" puluh duajuta enam::atus ribu rupiah),

Belanja modal peralatarn dan mcsin sebagaimana dimaksud pdci. 1,..:.
(1) huruf b direncanarkan scbesar Rp 69.417.gr3.61o,oo fenaii-r p;--^-.
Sembilan milyar emp:rt ratlls l:r.jLrh belas juta Sembilar rarus :1.,..^:.
puiuh tiga ribu enam ral.trs sclrrrlrrlr rupiah),

Belanja modai gedung clirrr lrungrrnan sebagaimana ciirnaksud p.r:..
eiyat (1) huruf c di.rer:cern:rkerr"r sebesar Rp61 .s72.o7o.1g2,oo (er,ar:,-
puluh satu milvltr iinta ratLrs turjrrh puluh clua.lurra tr-rjul'r puluh rlLr..
emp:rt ratus Sermbilarr pulLrlr cluii n_rpial-r).

Belanja modal talan, ji.Lringan, clirn ir-igasi sebagaimar.ia clim:rksud paciaL
ayat (1) hufl,i{'cl clirencirn;.Lk:rrr st:bcsar Rp129.19,2.J4r.60,2,o0 (seratus
dua puluh Sembilan rniivar scri,rtus sembilan pulr-rh ch,ra .juta dua
rertLls cmpat puluh sartr,r rrbu er-ierm rartus dua rr_rpiah).

Belanja modal aset tetap lainnyzr sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp6. 769.2ss. 32s,oo (enam-milyar tujuh
ratus enam puiuh Sembilan juta dua ratus rima puluh lima ribu iiga
ratus dua puluh. iima rr_rpiah)

(7) Belanja modal aset laint-tyr,r. scbagairnana dimaksud pada a1.at (1) hurul
f direr-rcanakan sebe se,Lr 111t0,00 (rrol).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
huruf c direncanakan sebeseir Rp4,000,000.000,00 (empat milyar rupiah).
Yang terdiri atas belanja tictak Lerclr-rger.

[)rrsirl 1]

(1) Anggarar. belanja transl'cr scllirgairnana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
d direncanakan sebesar Ilp25;l .s44.796.3oo,00 (dua ratus lima pr_rluh
empat miiyar lima ratus cmpat pr-rluh empnt juta tujuh ratus Sembilan
puluh enam ribu tiga riltus ruritiair), yang terdiri atas:

a. Beianla bagl hasil; rlan

b. Belanja bantuan kcLrrrrlglur.

(2) L3elar-r.ja bagi hasil :;t:lrirlr,rrirrrrrri;r dirnaksrrci pariu .r.yat. (i) huntf ii
tlircncrinakan seitcsrtt t(1rl,lri'.r.OOO.000,00 (lirtrir ntilvirr iinta r-i:ltLls

trtjr-rl-r pr-tluh lim;L.jLrtii rr rlriirir).

(3) Llr:lanjer lt:rntt tari kclurrrilrirr st'l.lirgrrirnatra clirnziksucl patcla ayat (1) hurrr-i1'

b cliretrcanakan scl)r.rsr,rr lt1r2.-ltJ 9b9.796..100,00 (du:r ralus empar
puh-rh delapan mi11,i1t'St;rrrlriliin r"irtt-rs enilrl pr-rlr-rh Scrnbilan jurta tujr-rh
ratus Sembilarr puluh cnlun rrltur tiga ratus rurpiah).

d.

e.

f.

(s)

(4)

(s)

(6)



(2)

Pasal 12

Anggaran pembiayaan darerah Tahun Anggaran 2O2l direncanakan
sebesar Rp49.463.923.018,00 (empat puluh Sembilan milyar empat ratus
enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan belas
rupiah), y&ng terdiri atas:

a, Penerimaan pembiayaarn; dan

b. Pengeh-raran pembiayaarn

Pasi,rl 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud danar-n
Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp49.463.923.o18,0o {ernpar
puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan
ratus dua puluh tiga ribu delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan;

c. Hasil penjualan kcl<aynirrr clrrcr"irh yang clipisahkan;
d. Penerimaan kembali 1:rn.lanrirrr rlaerah;darr

e. Penerimaan pcnrltiitl,rurrr llrirrrryil scsr-rai dcngan
peraturan 1tr:runcllr r tf{- Lr I r r I I r r r 

1_1r r r r .

Sisn lebih perl-rituniliLn iurl.lilrrul lahlrn scbellrmn.ya sebagarnrana
clirnni<srrcl p:.rc1a irvirr (l) irrrruf a clirenclrnal<an sebesar
Itp'19.46:3.923.() 18,00 (ctttpirt l,rrrlutl-r Sembilan milyar empat ratus
enam pr-rluh tiga juta scrnbilarr rartlrs dua purh-ih tiga ribu clelapan belas
rupiah).

Pencairan dana cadangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) hurul
b direncanakan sebesar RpO,OO (nol).

Hasil penjualan keka,yaarn clncrah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hr:rr-rl'c direncanakan sebesar Rp0,00 (no1).

Penerimaan pinjaman claerah sebagaimana dimaksud pada a1,at (1)

hururf d direncanakan sebeseir RpO,00 (no1).

Penerirnaan Llembzili pe rnberian pinjaman daerah sebagaimana
climaksr-td pada avat (1) hr-rn.rf'c clirt:ncanakan sebes:rr Rp0,0O (r-ro1).

Penerimaan Perrrbiavairr-t Iiiirrnva sc:suai clengan kr:tcntlran peraturan
pcrundattg-undangarr st:lxrlr,lrirruriiir climirl<sLrcl ltardir ir1'rit (1) }-rr-trurf {'

clircncanakan sebesi,ir liltO,OO (rruli.

i'rrsirl I 4

( 1) Anggaran pengeluaran pr.rnrbirr,\'iriin sebagaimanar dimaksud daiam
Pasal 12 huruf b direncatrakari scbcsar RpO,O0 (no1), yilng terdiri atas:

a, Pembentukan danit cziclangarr;

b. Penyertaan modal clae r-llt'

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

d. Pemberian pinjaman dererah; clan

e. Pengeluran pembiayaan lainnya sesuai dengan
peraturan perundan g-undangan ;

kr::tentuan

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

ketentuan



(3)

(4)

(s)

(6)

(1)

(2)

(1)

Pember-itukan dana cactangiL, scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar I{pO,0O (nol)

Penyertaan modal daererh seb,gari,ana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesilr RpO,OU (nol).

Pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh rempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hrrruf c crirenca.rrt r,-, sebesar Rro.0o (""or)

Pemberian pinjaman dacrah sebagaimana drma.,s.,.r :1ta a.r,,at (1)
huruf d direncanakarn scbcsur itpO,OO (rrol).

Pengeluaran pembiayaan li'rinrr.yir sesuai dengar,. :.:- ,_.-. :r-. r- .,:, ..

perr-rndang-unc1:rngan r;r,:lxrllrrirnirnir <jimaksuii 1r.,,:. :

clircncarnalcan scbesur l,l1;(),OO (rrol).

lrrrs;irl I 5

sclisiir eurtara anggaralrr lrcrrrJirpirtan daerah clenqan c.1.,-:_r:.- -.
daerah mengakib;rtkzrn tcrjadi surplus rci.,.-rs-: :: .

Rp(a9 .463.923.0 18,00) (ernpat ptrluh se n'rbirar-r mi1-, ar r:--r : - .

enam puluh tiga jr-rta st:nrbilan rartus clua pulr:h tiga r,._, r_-.:.--
belas rupiah)

Pembiayaan netto yari[] rtrcrupal<an selisil-r penerimaarr pembla-.-=:
terhadap pengeluarern pernbiayaan direncanakan se:. s::.
Rp49.463.923.018,00 (empat purluh Sembilan mi11,2y empar :a-,_.s
enam puluh tiga jr-rta Sembrlan rertus duet puluh tiga ribu dela:a:-.
belas rupiah)

I'lrs;irl I fi

Daian] l<eadaan darltt'rrt tcr-nlr:;trli l<epcrlrri,tn nrt:ncli:s:rl<, Pemerir-rtai-r
IJacrlih clapert mt:llrkr-rl<i,rrr 1;crrgeluartrr-r .\rang beir_tm tersecha
.tnggLlrallnl'a deiti/atrrtr Ii('ng,,'lrrirran melel-ril'u p.tgLr yeLng ditetapl<an
dalarn peraturau ini, yiultl se Lrn.jrrLnya dimasul<an cialam perubahan
anggaran perldapatan clatr bclzrnja claerah K;rbupaten Kotabaru tahun
anggaran 2021, dengan tatat c:rlrir sesuai dengan cara terlebih dahulu
meiakukan perubahan pcraituran kepala daerah tentang penjabaran
Perubafran APBD, dan pembcntahuan kepada pirnpinan DpRD
selanjutnya disampailcan dainm Laporan Realisasi Anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencernzr non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian 1ur r biasa;

b. Pelaksar-raein operarsronal llcnurlir.,n clan petrtoiongar-r; cian/atau.

c. Kerusakan sarana/ ltrusar-an;,r ,yang dapat mengqanggLl l<egiatarr
pelayanan public.

Keperluan mendesak sebagaimanar dimaksud pacia ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhaur ciaeraii't cialeirn rangka pelayanan dasar mzrsyarakat
yang anggarannya belum tcrseclia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersiiat mengikat dan belanja yang bersifat
w,ajib;

c. Pengeluaran daeral'r .yang l;cru,rcla diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat clil>rr:rliksikern sebelumnya, serta amanat
peraturan perundarng- lutc.lirngalt; dan/ atau

(2)

(3)



ci. Pengeluaran daerah
menirnbullkan kerr:giarn
dan/atau masyaral<at.

lzrinnya yang apabila ditunda akan
)/rrng lebih besar bagi pemerintah daerah

Pasar I I 7

uraian lebih lanjut Anggarern pe ndapatan cian Beiania Daera h
sebagaimana dimaksud dzriam Parsal 2, teicantlrm dalar- L-:-:r:a:r -.,,.r--J

merupakan bagian tidak terpisahkern clari Peraturan Dae:-.:: 
-,.,..r..-_,-

Kotabaru ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan.

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut
Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan pemerintah
Daerarh, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatatn, I(elompok, Jenis pendapatan, Belanja,
dan Pcrnbieiyerern;

Rekapiturlersi Belanja Menurut UrusaLn pemerintah
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta
Hasil darr Sr-rb Kegiatan Beserta Keluarannya,

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan
dar:r Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan
Fungsi Dalam Kerangka pengelolaan Keuangan
Negara;

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SpM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub X.egiatan
pada RKPD darn PPAS dengan Rancangan ApBD;

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per
Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modat Daerah da.n Investasi
Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan
Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Mutty years\;

Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjeiman Daerah.

4. l,arnpiran IV

.1. I-ampiran V

2. Lampiran II

3, I-irmpiran lll

6. Lampiran VI

7 Lampiran VII

: LiLn-rpiriin VIII

':i l-irrn1lirarn IX

10 l,lrrnltircrn X

1 1. Lnmpirarr XI

12. Lampiran XII

13. Larnpiran XIII

14. Lampiran XIV

15. Larnpiran XV

16. Lampirern XVI

13urp:rti mcr-tetaplian
Anggaran Pendapa:an
pelaksanaan APBD.

Pasal 1B

peraturan Br-rpati Kotabaru
dan Belanja Daerah sebagai

tcr-rtang Penjabarein
landasan operasional



l)irsirl 19

Peraturan daeran ini murlari berlaku pada

Agar setiap orang mcngetahuinya,
peraturan Bupati dengan penempatannya

tanggal diundangkan.

memerintahkan perundangan
dalam berita daerah

iltt
.-- Diundangkan
KaS*rraRggar

di Kotabaru
28 Desernber 2O2O
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